KEDUDUKAN DAN FUNGSI BADAN SANIRI NEGERI (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA) DI KECAMATAN SALAHUTU, KABUPATEN MALUKU TENGAH by Tuasamu, Farah Dessy
Jurnal Caraka Prabu | Volume 01 | No. 01 | Juni 2017
37
KEDUDUKAN DAN FUNGSI BADAN SANIRI NEGERI (BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA) DI KECAMATAN SALAHUTU,
KABUPATEN MALUKU TENGAH
Oleh : Farah Dessy Tuasamu
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan
menganalisis Kedudukan dan Fungsi Badan Saniri Negeri dalam
proses penyelenggaraan pemerintahan negeri di Negeri Tulehu dan
Suli Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sehingga
dapat ditemukan sebab-sebab belum maksimalnya pelaksanaan
fungsi Badan Saniri Negeri dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Negeri.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif,
dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan
wawancara untuk untuk mengungkap dan mendeskripsikan
permasalahan kedudukan dan fungsi Badan Saniri Negeri sebagai
perangkat negeri dalam menyelenggarakan pemerintahan negeri.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Saniri
Negeri Sebagai Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-
pemuka masyarakat yang ada di negeri Tulehu dan Suli belum
melaksanakan fungsinya secara maksimal dalam proses
penyelenggaraan pemerintahan negeri.Untuk menjadikan Badan
Saniri Negeri yang efektif dalam menjalankan fungsinya, dalam hal
ini dapat menjalankan fungsinya dengan baik yaitu mampu yaitu
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,  pengayom
adat istiadat, pelaksana pengawasan terhadap anggaran
pendapatan dan belanja negeri serta dalam menetapkan peraturan
negeri bersama kepala pemerintah negeriuntuk itu perlu
peningkatan inisiatif, prakarsa dan peran aktif Badan Saniri Negeri.
Jika kondisi ini dapat terwujud maka penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan di negeri berjalan sesuai dengan
harapan dan keinginan masyarakat. Adapun faktor-faktor yang
mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Saniri Negeri adalah 1)
Kualitas Anggota badan Saniri Negeri, yang meliputi tingkat
pendidikan dari pada anggota Badan Saniri Negeri, pengalaman
organisasi dan kondisi sosial ekonomi. 2) Sarana dan Prasarana
dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan negeri.
Kata Kunci : Fungsi, Badan Saniri Negeri, Perwakilan.
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Kedudukan dan Fungsi Badan Saniri Negeri (Badan
























penyelenggaraan   Daerah,
perlu memperhatikan
hubungan antara susunan






alam dan sumber daya lainnya
secara adil dan merata.
Disamping itu perlu





agar Pemerintah Daerah dapat
menjalankan perannya sesuai






pemerintahan di tingkat desa.
Dalam Undang-Undang
No 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah, dan
Peraturan Pemerintah No 72
Tahun 2005 tentang Desa,
disebutkan bahwa :



















Tengah dan Pulau Ambon
lazimnya disebut  “Negeri”,
yang didalamnya termasuk
Pemerintah Negeri. dengan











Badan Saniri Negeri  atau
Badan Permusyawaratan
Negeri. Meski demikian jika
ditinjau dari perspektif sosial
politik, ada beberapa hal yang
secara fundamental cukup
mempengaruhi tugas, peran





dikepalai oleh seorang Raja
(Kepala Pemerintahan Negeri),
Raja dibantu oleh Badan
Saniri Negeri. Berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten
Maluku Tengah No. 04 tahun
2006 tentang Pedoman

























pada saat ini tidak berfungsi
optimal dalam menyalurkan
aspirasi masyarakat. kondisi
ini terjadi karena rendahnya
tingkat kehadiran dalam setiap
rapat yang di selenggarakan
oleh Pemerintah Negeri, salah
satu penyebabnya  adalah
selain kesibukan dan
kepentingan pribadi, para
anggota Badan Saniri Negeri
juga memerlukan biaya untuk
hidup mereka dan




uang kehormatan atau honor
sebagai anggota Badan Saniri
Negeri yang belum tentu ada
anggarannya. Tingkat
kehadiran anggota Badan
Saniri Negeri yang rendah
dalam setiap rapat
menyebabkan penyusunan
program kerja Negeri yang




sumber pendapatan asli Negeri
dan kurangnya kepedulian
anggota Saniri Negeri dalam
pelestarian dan pemeliharaan
adat istiadat seperti Badan








pengawasan oleh Badan Saniri
Negeri maka terjadi kerawanan
sosial seperti pencurian dan
pengrusakan terhadap sumber
daya alam yang ada di Negeri.
Sebagian masyarakat
juga menilai bahwa Badan
Saniri yang terbentuk selama




dengan bapak Raja (Kepala
Pemerintah Negeri), anggota
Badan Saniri Negeri  juga
dinilai tidak konsisten
terhadap setiap peraturan
atau kebijakan yang telah
dihasilkannya. Mengakibatkan
banyak Peraturan Negeri yang
dianggap tidak berjalan.
Adanya ketidakpercayaan
antara anggota satu dengan
yang lainnya sehingga
menyebabkan pelaksanaan
1lembaga adat yang dikuasakan sebagai
pengelola sumber daya alam dan ekonomi
masyarakat.
2 Adat istiadat untuk melindungi sumber
daya alam serta hasil hutan dan kebun yang
biasanya dilakukan beberapa larangan untuk
memanen hasil tanaman tersebut sampai
sampai batas waktu yang telah ditentuan
oleh kewang sebagai penanggung jawab
sumber daya alam Negeri.




arah dan proses pembahasan,
penulis merumuskan masalah
sebagai berikut : Bagaimana
Perwujudan Kedudukan Dan















Inti dari fungsi dan peran
lembaga perwakilan adalah
bagaimana membuat aspirasi




dan dibuat oleh lembaga
perwakilan tersebut. Hal ini
merupakan konsekuensi logis
dari suatu pemerintahan yang
didasarkan atas prinsip-
prinsip demokrasi yaitu “dari,
oleh dan untuk rakyat”.
Perwakilan berasal dari
kata Representativeness
(bahasa    inggris) dari kata
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dasar Represent yang berarti to
serve to express, stand for,
yang menunjukan, mewakili,
menurut Ndraha (2003 : 108-
109) keterwakilan adalah
fenomena politik lebih ekstrim
dikatakan simbol demokrasi
yaitu “dari”, “Oleh”, dan





DPR, Senat, majelis, MPR dan




Lembaga seperti ini menurut
Ndraha (2003 : 109):
Diberi nyawa (kuasa

































ilmu politik, sosiologi dan
antropologi.
Dari pandangan yang
dikemukan oleh Ndraha di

















































yang diuraikan di atas
mempertegas bahwa
perwakilan menunjukkan
suatu hubungan antara pihak
wakil dan pihak terwakili yang
terwujud dalam hubungan
antara  lembaga perwakilan
dan masyarakat. Selain itu
dalam setiap sikap dan
tindakan seorang wakil harus
sesuai dengan kehendak pihak












BPD sangat penting, karena


















“parlemen-nya” desa. Di era






demokrasi tersebut maka di
dalam pemerintahan desa
dibentuklah suatu badan yang
dapat mewujudkan aspirasi
dari masyarakat desa. Badan
tersebut dinamakan Badan
Permusyawaratan Desa atau
































sama. Hal tersebut sejalan
dengan Napitupulu (2007 : 14)
yang menyatakan inti dari
konsep pemerintahan
perwakilan itu adalah “rakyat
bersama-sama membentuk














pembangunan di desa itu
sendiri. Demikian juga BPD









desa. (Suhartono, 2000: 158)
Diantara fungsi badan









ditetapkan (Budiardjo, 2000 :
182).
Objek dan Metode Penelitian
Objek Penelitian ini
adalah Anggota Badan Saniri
Negeri, Aparatur Pemerintah
Negeri, Tokoh Adat, dan
Masyarakat. Sedangkan
metode penelitian adalah

















observasi , wawancara dan
studi dokumentasi. Teknik





analisis data yang sesuai











di mana ada dewan-dewan






pola umum lingkaran hidup
manusia menurut pandangan
hidup/kepercayaan pada masa
dahulu kala di kuasai oleh
suatu kekuatan diluar
kemampuan manusia itu





Peran adat istiadat sejak













bangsa lain. Paling sedikit
adat istiadat ini berfungsi
sebagai penyaring budaya







kelembagaan adat di Negeri
terus eksis dan berperan




Salah satu lembaga adat yang
kehilangan perannya adalah




Raja dibantu oleh Badan
Saniri Negeri. Badan Saniri
Negeri adalah lembaga adat
yang berperan mengayomi
adat istiadat dan hukum adat.
Saniri Negeri berperan
membantu Raja atau Kepala
Desa dalam menyelesaikan
setiap perselisihan di lingkup
negeri atau dusun.
Perlu ditambahkan
bahwa, pada saat itu peran
Raja dalam penyelesaian
permasalahan publik, baik
masalah tanah, konflik dalam
keluarga, maupun masalah
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keputusan dalam forum









sebelum keputusan itu dibuat
ada di tangan Badan Saniri
Negeri melalui pertemuan yang
dilaksanakan di Balai negeri
(Baeleo), bagaimana proses
komunikasi yang dibangun
oleh Badan Saniri Negeri
untuk mendudukan persoalan









persoalan yang lebih besar,










Undang No 23 Tahun 2014












aturan turunan dari Undang-
Undang tersebut Yang
kemudian dijabarkan lagi lebih














Badan Saniri yang sebelumnya
hanya mendapatkan
pengakuan secara sepihak
oleh masyarakat saja sehingga
pada akhirnya juga dapat
diwujudkan menjadi suatu
tatanan hukum yang diakui





ada dalam masyarakat dengan
sendirinya telah menimbulkan
suatu perubahan sikap dari
masing-masing pihak di satu
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adat dengan lembaga penegak
hukum formal, memang pada
masa lampau dimana lembaga
adat memiliki legitimasi secara
adat untuk melakukan upaya
penyelesaian persoalan-
persoalan yang ada dalam
masyarakatnya namun pada






maupun lembaga adat adalah
merupakan tanggung jawab
penguasa dalam hal ini
Pemerintah  untuk
menciptakan suatu kerja sama
yang terpadu antara lembaga
formal dan lembaga  adat







adat sehingga   adat   istiadat
dan tradisi negeri yang telah
terpendam dapat di data dan
dipraktekan kembali dalam
kehidupan sehari - hari. Agar
pranata –pranata adat bisa
terlihat dari generasi ke
generasi maka upaya yang
harus dilakukan adalah
penataan kelembagaan yang










di tingkat negeri oleh Badan














negeri. Badan Saniri Negeri




yang terdiri atas pemuka-
pemuka masyarakat yang ada
di negeri, Badan Saniri Negeri
mempunyai fungsi antara lain
menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat negeri.
Untuk itu perlu peningkatan
inisiatif, prakarsa dan peran
aktif anggota Badan Saniri






Negeri. Jika kondisi ini dapat
terwujud, maka
penyelenggaraan




















Saniri Negeri, maka terlebih
dahulu harus mengetahui
tingkat aktivitas yang
dilakukan oleh Badan Saniri
Negeri itu sendiri. Kegiatan
yang dilakukan oleh Badan
Saniri Negeri ,merupakan
aktualisasi dari pelaksanaan
fungsi Badan Saniri Negeri.
Sebagaimana telah
sebelumnya dijelaskan bahwa




Pemerintah Negeri, selain dari








Badan Saniri Negeri dilihat
dari dua aspek yaitu secara
kuantitas diantaranya proporsi
banyaknya anggota Badan
Saniri Negeri, latar belakang
pekerjaan atau profesi yang
ditekuni oleh mereka sebelum
duduk menjadi anggota Badan
Saniri Negeri. Sementara itu
ditinju dari aspek kualitas
keterwakilan, anggota Badan
Saniri Negeri di Kecamatan
berkembang di tengah-tengah
masyarakat. Anggota Badan
Saniri Negeri dianggap sebagai
representasi masyarakat luas,
kualitas anggota Badan Saniri
Negeri dapat dilihat dari
prilaku dan sikap anggota
Badan Saniri Negeri, putusan-
putusan, saran, maupun







dijadikan sebagai wadah bagi
aspirasi masyarakat, wadah
aspirasi yang dimaksud disini




Badan Saniri Negeri perlu





mengetahui apa yang menjadi
keinginan dari masyarakat.
Hasil observasi dan penelitian
penulis, tugas dan wewenang




sesuai dengan tugas dan




keberadaan Saniri Negeri di
tengah-tengah masyarakat,
karena masih banyak keluhan
dari masyarakat yang belum
terealisasi dengan baik, contoh
keluhan-keluhan yang
disampaikan oleh masyarakat
kepada Saniri Negeri di negeri
Tulehu dan Suli sesuai









































ranah idiologi, politik ekonomi,















undangan yang lain. Karena
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negeri. Seringkali Peraturan
Negeri ini diabaikan bahkan
















maupun oleh Badan Saniri
Negeri. Baik Peraturan Negeri
yang berasal dari Pemerintah
Negeri maupun dari Badan
Saniri Negeri, disusun sesuai
dasar penyusunannya.
Penyusunan Peraturan Negeri
yang disusun oleh Pemerintah
Negeri di Kecamatan Salahutu






Badan Saniri Negeri di dua
negeri Tulehu dan Suli
memilki kesamaan dalam
proses perumusan peraturan
negeri, terdapat 3  (tiga)




2) Tahap Sosio Politis
3) Tahap Yuridis
Fungsi legislasi Badan
Saniri Negeri belum dapat
berjalan secara maksimal, hal









Badan Saniri Negeri dalam
menetapkan Peraturan Negeri




















sehingga jumlah anggota yang












anggota Badan Saniri Negeri.
Konsekuensi kesibukan para




sebagai anggota Badan Saniri
Negeri. Padahal menurut
penulis   lembaga ini sangat
vital untuk menentukan maju
mundurnya suatu
pemerintahan negeri. Badan
Saniri Negeri sebagai lembaga











Pemerintah Negeri (Raja) maka
Peraturan Negeri tersebut
sudah dapat di masyarakat,
dan agar warga masyarakat
tahu kalau ada Peraturan
Negeri yang mengikat di negeri
maka perlu adanya sosialisasi
Peraturan Negeri maka perlu
diadakan rapat-rapat di
dusun-dusun atau pada saat
pertemuan di tingkat negeri.
4. Fungsi Badan
Permusyawaratan Desa







Pemerintah Negeri, selain itu



















kenyataan yang didapat, serta
mengambil tindakan yang
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Negeri yang dijadikan sebagai























Saniri Negeri akan membahas
masalah ini bersama dengan
pemerintah negeri dan tokoh-
tokoh masyarakat lainnya.
Dalam pelaksanaan
fungsi kontrol   itu sendiri,
masih ada sebagian anggota




pemerintah negeri, masih ada
sebagian anggota Badan Saniri
Negeri yang belum maksimal
dalam melaksanakan fungsi
kontrolnya. Ini terlihat dari
banyak keputusan kepala








negeri lebih bergerak pasif dan
menunggu sehingga dirasakan
kurang kritis terhadap
keadaan yang ada. Hal ini
dipahami sebagai konsekuensi
dari kesibukan para anggota
Saniri Negeri dibidang profesi
sehari-hari sehingga perhatian
terhadap  lembaga Saniri
Negeri menjadi berkurang.
Pelaksanaan fungsi dari
pada Badan Saniri Negeri
belum mampu memuaskan








membentuk sikap dan prilaku
anggota Badan Saniri Negeri
dapat diketahui bahwa
minimnya kualitas anggota
serta sarana dan prasarana
yang tersediapun sangat
mempengaruhi pelaksanaan























ekonomi anggota Badan Saniri
Negeri,  adalah salah satu
faktor yang mempengaruhi
pelaksanaan fungsi Badan









untuk dijadikan sebagai suatu
kebijakan Pemerintah Negeri.
Adanya pemberian
insentif atau pendapatan juga
menjadi faktor yang
berpengaruh dalam memacu
kinerja Badan Saniri Negeri





insentif yang dinilai belum






bahwa insentif yang diberikan
oleh pemerintah masih sangat
minim. Hal inilah yang
terkadang membuat anggota
menomor duakan tugasnya.
Insentif yang diberikan masih
jauh untuk memenuhi
kebutuhan keluarga kami






kinerja Badan Saniri Negeri.
Fasilitas operasional atau





wahana dimana segala jenis
peralatan dimaksud
melakukan kegiatan. Oleh
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karena itu sarana dan
prasarana sangat dibutuhkan
sebagai alat pendukung utama




tempat khusus bagi Saniri
Negeri sebagai pusat kegiatan
administratif   layaknya
lembaga legislatif lainnya.
Realitas ini dapat di
telusuri di dalam implementasi
kedudukan dan fungsi Badan
Saniri Negeri pada
penyelenggaraan
pemerintahan negeri di negeri









Badan Saniri Negeri harus
dapat berjalan sejajar dengan
pemerintah desa dalam wujud
kemitraan. Sebagai Badan
Perwakilan yang terdiri atas
pemuka-pemuka masyarakat
yang ada di negeri, Badan
Saniri Negeri mempunyai
fungsi dalam melestarikan






Belanja Negeri. Untuk   itu
perlu perlu peningkatan
inisiatif, prakarsa dan peran
aktif anggota Badan Saniri






















yang secara akademik mampu
untuk mewakilkan aspirasi
masyarakat di negeri Tulehu
dan Suli.
Badan Saniri Negeri
adalah Perwakilan di tingkat
desa, yang masih perlu
pembinaan kepada para
anggota Badan Saniri Negeri
dari pemerintah daerah dan
provinsi. Sayangnya dalam
melakukan pembinaan,
pemerintah dan instansi yang
berwenang hanya dilakukan
pada tahap awal dan kurang
kontinyu, padahal mayoritas
sumber daya manusia anggota
Badan Saniri Negeri belum
siap menjalankan fungsinya
sesuai dengan yang di atur
dalam peraturan perundang-






anggota Badan Saniri Negeri
terhadap tugas pokok dan
fungsinya, menyebabkan








negeri. Badan Saniri Negeri




yang terdiri atas pemuka-
pemuka masyarakat yang ada
di negeri, Badan Saniri Negeri
mempunyai fungsi antara lain
menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat negeri.
Untuk itu perlu peningkatan
inisiatif, prakarsa dan peran
aktif anggota Badan Saniri
Negeri. Jika kondisi ini dapat
terwujud, maka
penyelenggaraan







maksimal, yaitu : Anggota
Badan Saniri Negeri tidak
mendapat uang lelah/honor
bulanan. Dalam Perda No 4
Tahun 2006, pasal 26 ayat (1)
disebutkan dalam perda





karena kas negeri tidak
mempunyai anggaran untuk
itu. Sumber daya manusia
kurang memadai, sehingga
belum dapat menjabarkan
tupoksi Badan Saniri Negeri.
Pengalaman berorganisasi
serta Sarana dan Prasarana.
Badan Saniri Negeri
adalah bagian integral dari
Pemerintah negeri akan
berhadapan dengan kekuatan
masyarakat yang cerdas dan
kritis, oleh sebabnya perlu ada
pembenahan mekanisme kerja
organisasi, sikap dan prilaku
kualitas dan kapabilitas





pemerintahan yang baik maka
mutlak ada anggota yang




Saniri Negeri. Demikian, maka
menyarankan dalam merekrut






yang sudah turun temurun













Pemerintah Negeri (Raja) dan











lain disebabkan oleh beberapa
factor yaitu : Pertama, Kualitas
Anggota badan Saniri Negeri,
yang meliputi tingkat
pendidikan dari pada anggota
Badan Saniri Negeri,
pengalaman organisasi dan
kondisi social ekonomi. Kedua,




di atas rekomendasi yang
dapat dirumuskan adalah :
1. Untuk meningkatkan
peran dan fungsi Badan
Saniri Negeri, maka perlu
dilakukan sosialisasi
tentang eksistensi Badan




























Jurnal Caraka Prabu | Volume 01 | No. 01 | Juni 2017
Buku
Daftar Pustaka
AAGN Ari Dwipayana et. al. 2003. Membangun Good Governance di
Desa. Yogyakarta: IRE Press.
. Pembaruan Pemerintahan Desa. 2003. Yogyakarta:
IRE Press.
Analisis CSIS. 2004. “Relasi Kades – BPD di Era Desentralisasi dan
Masa Depannya (Peran Masyarakat dan Demokrasi
Lokal)”. Jakarta: Lipi.
Beratha, N. 1992. Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa.
Jakarta : Ghalia Indonesia
Budiardjo, Miriam. 2000. Dasar-dasar Ilmu  Politik. Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama.
. 1996. Demokrasi di Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia
Utama.
. dan Ibrahim Ambong. 1995. Fungsi Legislatif Dalam
Sistem Politik Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo
Persada.
Effendi, Ziwar. 1987, Hukum Adat Ambon Lease. Jakarta: PT
Pradnya Paramita.
Napitupulu, Paimin. 2007. Menuju Pemerintahan Perwakilan.
Jakarta: Alumni.
Ndraha, Taliziduhu. 1982.
. 1985. Pembangunan Desa dan Administrasi
Pemerintahan Desa. Jakarta: Yayasan Karya Dharma.
.1991. Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa. Jakarta:
Bumi Aksara.
. 2000. Ilmu Pemerintahan, Jilid I – V, BKU-IP.
Jakarta: IIP
. 2003a. Kybernology (ilmu Pemerintahan ) Seri 1.
Jakarta: Rineka Cipta.
Pito, Toni Andrianus, Efrizah dan Kamal Fasya. 2006. Mengenal
Teori-Teori Politik, dari Sistem Politik Sampai Korupsi.
Bandung: Nuansa.
56
Jurnal Caraka Prabu | Volume 01 | No. 01 | Juni 2017
Sanit, Arbi. 1985. Perwakilan Politik Di Indonesia. Jakarta:
Rajawali.
Suryaningrat, Bayu. 1981. Pemerintahan Dan Administrasi Desa.
Jakarta: Beringing Trading Company.
Wijaja, Haw. 2001. Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan UU No
22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
Wasistiono, Sadu. 2003. Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan
Daerah. Bandung. CV Fokus Media.
. & Irwan Tahir. 2007. Prospek Pengembangan Desa.
Bandung: CV Fokus Media.
Yanuarti, S., Lan, T. J., Marieta, J. R., & Tryatmoko, M. W. 2006.
Kelembagaan
Pemerintah Lokal. Jakarta: LIPI.
. 2007.Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat Di
Tingkat Lokal Dalam Pengelolaan Konflik di Maluku.
Jakarta: LIPI.
Peraturan Perundang- Undangan
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005
Tentang Desa.
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 Tentang
Penetapan Kembali Negeri sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum
Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku.
Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2006 Tentang Negeri
Peraturan Dearah Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Penataan Badan Saniri Negeri.
Sumber Lain
Kissya, Eliza. 2006. “Kewang Haruku”. Melalui <www. Kewang-
haruku.org/eliza.html> [9/01/2012]
http://www.docstoc.com/docs/5935728/Sumartono---kemitraan-
pem-Desa-dan-BPD> [06/10/2012]
57
